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Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor -123' 
Tambahan

Lembaran Negara nepuUfit Indonesia Nomor 5539);

sebagaimana telah
Pemerintah Nomor 22

Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahttn 2007 tentang
Lembaga Kebij akan Pengadaan Barang/Jasa;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

1O. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32j;

I 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 13 Tahun
?914 tentang pengelolaan Keuangm Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2O93);

12.

1367); 
ndonesia Tahun 2013 Nomor

aten Tana Toraja Nomor 2
Jumlah Kecamatal,

Kabupaten Tana Toraja
ana Toraja Tahun 2013

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2
Te1. 2Ol5 tentang.pedoman e..ry"r"urrrn Organisasi
d-an Tata Kerja pemerintah l*mban! (kmbaran DaerahKabupaten Tana Toraja fanun'bOtS Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor 08);

15. Peraturan Daerah
Tahun 2015 tentang
(Lembaran Daerah Kabupatr
Nomor 3 Tambahal Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Tora.ja Nomor 09);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG
BARANG/JASA DI LEMBANG.

BAB I

KE"TEN'I'UAN UMUM
Pasal 1

TATA CARA PENGADAAN

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud denga4 :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati TaIa Toraja sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadli kewenangal daerah otonom'

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

4. Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana
Toraja.

5. Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

6. Musyawarah Lembang adalah musyawarah antara Badal
Permusyawaratan lrmbang, Pemerintah Lembang, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Lembang untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembang yang selanjutnya disingkat
LPML adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembang dalam wilayah
Kabupaten Tana Toraja.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang yang selanjutnya disingkat
APBL adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kmbang yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Lembang dan Badan
Permusyawaratan kmbang, dan ditetapkan dengan Peraturan Lembang.

9. Ke{asama Lembang adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar
Lembang dalam bidang pemerintahan, pembangunan dari
kemasyarakatan.

10. Keuangan l.embalrg adalah semua hak dan kewajiban kmbang yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang.
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat Spp adalah
dokumen yang diterbitJ<an oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

72.Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TpK adalah Tim yang
ditetapkan oleh Kepala Lembang dengan Keputusan, terdiri dari unsur
Pemerintah Lembang dan unsur lembaga kemasyarakatan Lembang untuk
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

13. Pengadaan Barang/Jasa l,embang yang seianjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoieh Barang/Jasa
oleh Pemerintah Lembang, baik dilakukan dengan cara swakelola m?rupun
melalui penyedia Barang/ Jasa.
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14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang

menyediakan Barang/Jasa.

15. panitia penerima hasil pekerjaan adalah panitia yang 
_ 
ditetapkan oleh

Kepala l,embang yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekeiaan'

16. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas Intern pada Instansi
lain selanjutnya disebut APIP adalat aparat yang melakukan pengawasan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan

lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi'

17. Barang adalah setiap benda baik wujud maupun tidak berwujud, bergerak

rnrrplin tidak bergerak yang dapat dipergunakan, dipakai, dipergunakan
dan dimanfaatkan oleh pengguna barang.

18. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan'

19. Swakelola oleh pemerintah Lembang ada-lah kegiatan pengadaan

Barang/Jasa yang dilakukan oleh pemerintah Lembang dengan

memaksimatkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat,

dilaksanakan sec€rra gotong royong dengan melibatkan partisipasi
masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan ke{a, dan
pemberdayaan masyarakat setempat.

20. Tim Asistensi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan lembarrg yang selanjutnya
disebut PKPKL adalah Kepala kmbang yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan Lembang.

22. Hari adalah Hari Kerja yang berlaku di Kabupaten Tana Toraja.

BAEI II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adaiah sebagai landasan hukum
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lembang yang dibiayai dengan
dana APBL.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan Barang/Jaser di
Lembang dilakukan sesuai dengan tata keioia yang baik dan sesuai dengan
prinsip-prinsip Pengadaan B arang/ Jasa di trmba n g.

BAB III
IATA NILAI PENGADAAN

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 4

(1) Pengadaan Barang/Jasa di Lembang tidak dibolehkan atau tidak
diperkenankan menggunakan bahan, material, dan/atau barang/alat
yalg dapat merusak lingkungan sekitar.

(2) Pengadaan Barang/Jasa di Lembang diutamakan menggunakan produk
dalam negeri yang telah memiliki, Standar Nasional Indonesia (SNI).

Bagian Kedua
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Tata Nilai Pengadaan

Pasal 5

(1) Pengadaan Barang/Jasa di Lembang menerapkan prinsip pengelolaan
sebagai berikut :

a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahalan dengan
menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai
kualitas dan sasaran da,lam waktu yang ditetapkan atau
menggunakan dana yang telah ditetapkal untuk mencapai hasil dan
sasaran dengan kualitas yang maksimum;

b. efektil berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan
kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikart
manfaat yang sebesar-besarnya;

c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi menginai
Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas
oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;

d. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus
dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat
mengelola pembangunan dilembangnya;

e. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma
oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di
Lembang;

f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dal ketentuan yang
terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat
dipertanggun gj awabkan ;

(21 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah
kebocoran, dan pemborosan keuangan Lembang, serta patuh terherdap
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan TPK

Pasa-l 6

(1) TPK ditetapkan dengan keputusan Kepa-la lembang
(2) Syarat untuk ditetapkan sebagai TPK adalah sebagai berikut :

a. memiliki integritas, disiplin, dan bertanggungiawab dalam
melaksanakan tugas;

b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

c. menandatangani Pakta Integritas;
d. tidak menjabat sebagai kepala Lembang, sekretaris Lembang dan

bendahara Lembang; dan
e. dipilih berdasarkan musyawarah Lembang.

(3) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari unsur Pemerintah lrembang dan unsur Lembaga
kemasyarakatan Lembang setempat.

(4) Unsur Pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
adaJah diutamakan Kepala Urusan Pembalgunan dan/atau Kepa-la
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urusan lainnya yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas

dan fungsinya.
(5) Unsur Lembaga Kemasyarakatan l'embang sebagaimana- dimaksud

pada ayat (3[ adalah iebagai angSota aktif, memiliki kompetensi

iiuia.rrgry^' dan organisasinya terdaftar di pemerintah 6mbang.
setemPat.

(6) TPK ditetapkan keputusan Kepala Lembang yang keanggotaannya
berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang sesuai kebutuhan yang

susunanya terdiri atas :

a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(7) Pemerintah Lembang menyediakan biaya pendukung kepada TPK

berupa honorarium dan keperluan lainnya sepanjang berkaitan
dengan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa dimaksud.

(8) Honorarium dan keperluan lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat
(7), disediakan untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa disesltnikan
dengan kemampuan keuangan Lembang.

(9) Contoh keput.ursan penetapan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas dan wewenang TPK

Pasal 7
(l) Da-lam pelal<sanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa TPK memiliki tugas

dan kewenangan sebagai berikut:
a. menlrusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga

pasar setempat;
b. menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa (bilah diperlukan)
c. khusus pekedaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja

sederhana/ sketsa (bila diperlukan)
d. menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
e. membuat rancang€rn surat pe{anjian;
f. menanda tangani Surat Perjanjian;
g. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
h. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasilnya kepada kepala

Lembang disertai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
(2) Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, TPK dapat menggunakan tenaga

ahli/teknis/konsultan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau swasta
sesuai bidang keahliannya.

(3) Dalam penJrusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) TPK dapat
menyediakan biaya operasional pendukung berupa honorarium dan
keperluan biaya lainnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan pengadaan
barang/jasa dimaksud.

(4) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Surat
Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran
dan/ atau diluar tahun anggarzrn berjalan.

(5) Pengadaan Baralg/Jasa di Lembang secara swakelola dilaksalakan oleh
TPK dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembang.
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(6) Apabila sumber dana dan lokasi pekerjaan menghubungkan dua atarr lebih' 
Lembang dalam satu Kecamatan dan/atau antar Kecamatan, TPK

Pengadaan Barang/Jasa adalah unsur-unsur perwakilan masiug masing
Lembang yang berimbang sebagaimana diatur pada ayat (2), yang diatur
lebih lanjut dalam peraturan bersama kepala Lembang tentang kerjasama
arltar l,embang.

Bagian Ketiga

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 8

(l) Kepala Lembang membentuk dan menunjuk Panitia Penerima Hhsil
Peke{aan yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusal KepaLa

Lembang.
(2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah 3 (tiga) orang, ya]1g terdiri dari

1 (satu) orarlg perangkat Lembang, 1 (satu) orang anggota BPL dan I (satu)

orang lembaga kemasyarakatan Lembang.

(3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

a. memiliki integritas, disiplin dan tanggungiawab dalam pelaksanaan
tugas;

b. tidak menjabat sebagai Kepala Lembang, sekretaris kmbang dan
bendahara kmbang.

(4) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas pokok untuk :

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
sesuai ketentuan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya,
Surat Perjanjian dan realisasi kegiatan yang dituangkan dalam Berita
Acara Hasil Pemeriksaan;

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/ pengujian; dan

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil
Peke{aan.

(5) Untuk membantu pelaksalaan tugas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
dapat meminta bantuan dari Camat dan/atau SKPD teknis sesuai keahlian
dibidangnya.

(6) Dalam hal keanggotaan panitia penerima hasil pekerjaan tidak turut serta
menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan/ Berita Acara Serah Terima
Hasil pekerjaan, wajib memberikan penjelasan tertulis.

(7) Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil
Pekerjaan/ Berita Acara Serah Terima Hasil Peke{aan.

BAB IV
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

(1) Swakelola merupakan kegiatan Peneadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan rlal./atair diarvasi sendiri oleh
TPK.



I

(21 Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliput kegiatan persiapan,
pelaksanaan, pengawasa-n, penyerahan, pelaporan dan
pertanggungiawaban hasil pekerjaan.

(3) Khusus untuk peke{aan konstruksi yang tidak sederhana, yaitu
pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan
berat, tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola.

Bagran Kedua
Rencana Pelaksanaan

Pasal 10

Rencana Pelaksanaan swakelola meliputi :

a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

b. rencala penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan kebutuhan
peralatan;

c. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar r:encana ke{a
sederhana/ sketsa (bila diperlukan) ;

d. spesifrkasi teknis (apabila diperlukan);
e. perkiraan biaya RAB.

Bagian Keilga

Pelaksanaan Swakelola
Pasal 11

(1) Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;

b. Kebutuhan Barang/Jasa termasuk didalamnya bahan / material unfuk
mendukung kegiatar swakelola yang tidak dapat disediakan dengan
cara swadaya, dilakukan oleh Penyedi a BaranglJasa yang dianggap
mampu oleh TPK.

(2) Khusus untuk pekedaan konstruksi :

a. ditunjuk satu orang anggota sebagai penanggung jawab teknis
pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui
teknis/ kegiatan/ pekerjaan ;

b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait;
dan/ atau;

c. dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan/atau mandor).

(3) TPK wajib memonitoring atas kemajuan fisik semua kegiatan peke{aan
yang menjadi tanggungiawabnya, selanjutnya dievaluasi setiap minggu.

(4) Khusus pekerjaan konstruksi bangunan, pembuatan dan/atau
peningkatan jalan di pedesaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
Pengadaan Bara,rg/Jasa yang dilakukan secara swa.kelola, TPK
mengajukan pencairan dana kepada PKPI'1. terbagi tiga tahap yaitu :

a. tahap pertama senilai 60% (enam puluh perseratus) merupakzrn uang
dimuka dari nilai pekerjaan untuk membiaya persiapan pelaksanaan
kegiatan;

b. tahap kedua senilai 3Oo/o (tiga puluh perseratus) setelah TPK
mempertanggungiawabkan 1007o (seratus perseratus) dari nilai uang
dimuka yang telah dipergunakan; dan

c. tahap ketiga senilai 10% (sepuluh perseratus) dari nilai uang yang
diminta pada tahap kedua yang telah dipergunakan.
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(5) TPK wajib mempertanggungiawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik
pekerjaan yang menjadi kewaj ibannya.

(6) TPK wajib membuat perranggungiawaban hasil pekerjaan/ kegiatan kepada
Kepala kmbang selaku PKPKL.

BAB V
PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI

PET{YEDIA BARANG/JASA
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 72

(1) Pengadaan Barang/Jasa mela-lui Penyedia Barang/Jasa
' ' ,,,.rt]k memenuhi kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka

pelaksanaan Swalelola maupun memenuhi kebutuhan
secara langsung di Lembang.

dimaksudkan
mendukung

Barang/Jasa

(2) Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam melaksanakan
' ' pengadaan Barang/Jasa h^ru" memenuhi persyaratan , memiliki

temiat/ tokasi usatia, kecuali untuk tukang batu, tukang ka1ru dart

sejenisnya.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat l2lt Penyedia

BaranglJasa untuk peke{aan konstruksi, marnpu menyediakan tenaga

ahli dan/ atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.'

(4) Contoh Pengadaan Baralg/Jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan

swakelola dan kebutuhan Barang/Jasa secara langsung di Lembang'

tercantumdalamLampiranllmerupakanbagianyangtidakterpisahkan
dari Peraturan BuPati ini.

Bagian Kedua

Perencanaan
Pasal 13

(1) Dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa TPK harus

mempertimbangka n :

a. kondisi/keadaan yang sebenarnya di lokasi/ lapangan;

b. kepentingan masyarakat setempat;

c.jenis,sifatdannilaiBarang/JasasertarjumlahpenyedierBarang/Jasa
yang ada; dan

d. kebutuhan barang/ bahan.

(2) TPK men)rusun rencana pelaksanaan Pengadaart Barang/Jasa yang

meliputi:
a. rencana anggaran belanja berdasarkan harga pasar setempat atau

harga Pasar terdekat;

b. rencana anggaran betanja dapat memperhitungkan ongkos kirim atau
ongkos p..rg-a*bilrt atas Barang/Jasa yang akan diadakan;

c. spesifikasi teknis Barang/Jasa (apabila diperlukan)

d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja

sederhana/ sketsa (apabila diperlukan)'

(3) Contoh spesifikasi teknis Barang/Jasa yang diperlukan---sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran III merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Pereturan Bupati ini'
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Bagian Ketiga

Pelaksanaan
Pasal 14

(1) Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

a. Pengadaar Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50'OOO.OOO

(lima puluh juta rupiah);
b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.5O.000.00O (lima puluh'

jutarr.piah) sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
dan

c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus
juta rupiah).

(2) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.5o.ooo.o0o (lima
puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :

a. TPK membeli Barang/Jasa kepada I (satu) penyedia Barang/Jasa;

b. pembelian dilakukan tanpa permintaan tertulis dari TPK dan tanpa
penawar€m tertirlis dari Penyedia Barang/Jasa;

c. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) secara langsung di tempat
kepada PenYedia Barang/Jasa; dan

d. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti tran-saksi berupa n<.rta, faktur,
atau kuitansi untuk dan atas nama'IPK.

(3) Pengadaan Baralg/Jasa dengan nilai di atas Rp.50.0o0.000 (lima puluh
jutarupiah) sampai dengan nilai Rp.2OO.OOO.O00 (dua ratus juta rupiah) :

a. TPK membeli Barang/Jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;

b. TPK melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari Penyedia

Barang/Jasa dengan dilampiri daftar Barang/Jasa (rincian
Barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);

c. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis pada format

5rrt g tel^h disediakan oleh TPK yang berisikan daftar Barang/Jasa
i.irJim Barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan
satuan) dan harga;

d. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan Penyedia
Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak
mengurangi jumlah dan kualitas Barang/Jasa yang diadakan serta
tidak memperpanjang masa penyerahan Barang/Jasa atau
penyelesaian pekerjaan, bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita
acara hasil negosiasi;

e. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur
pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;

f. TPK mengumun:kan data pekerjaan dan Penyedia Baralg/Jasa di papan
pengumuman Kantor Lembang dan tempat-tempat umum lainnya.

(4) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.200'000.000 (dua ratus
juta nrpiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c :

a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2

(dua) Penyedia BaranglJasa yang dilampiri dengan daftar Barang/Jasa
(rincian Barang/Jasa atau rualg Iingkup pekerjaan, volume, dan
satuan) spesifikasi teknis Barang/Jasa.

b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang
berisi daftar Barang/Jasa (rincian Barang/Jasa atau ruang lingkup
pekerjaan, volume dan satuan) harga;
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c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis Barang/Jasa terhadap kedua
Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran;

d. apabila spesifikasi teknis Barang/Jasa yang ditawarkan :

1. dipenuhi oleh dua Penyedia Barang/Jasa, maka selanjutkan dengan
proses negosiasi secara bersama;

2. apabila dipenuhi oleh sa-lah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK
tetap melanjutkan negosiasi kepada Penyedia Barang/Jasa yang
memenuhi spesifikasi teknis tersebut;

3. tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/.Jasa, maka TPK
membatalkan proses pen gadaan.

e. apabila spesihkasi teknis sebagaimana dimaksud pada hurrf d angka 3
tidak dipenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Penyedia Barang/Jasa
lainnya.

f. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) untuk memperoleh harga
yang lebih murah diantara kedua Penyedia Barang/Jasa tetapi tidak
mengurangi jumlah dan kualitas Barang/Jasa yang diadakan serta tidak
memperpanjang masa penyerahan Barang/Jasa atau penyelesaian
pekerjaan bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara hasil
negosiasi;

g. ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat pe{anjian
yang berisi sekurang-kurangnya :

1. tanggal dan tempat dibuatnya surat pedanjian;
2. para pihak;
3. ruang lingkup pekerjaan;
4. nilai pekedaan;
5. hak dan kewajiban para pihak
6. ketentuan sertifrkasi garansi yang diterbitkan oleh produsen atau

pihak yang ditunjuk secara sah oieh produsen (khusus pengadaan
barang, apabila diperlukan);

7. jangka waktu pelaksanaan pekerl'aan;

8. ketentuan-ketentuan kahar; dan
9. sanksi, termasuk denda keterlambatan.

h. pihak Penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangani surat
perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah pihak pemilik
toko, pemilik usaha dagang, direksi dan/atau pihak lain yang bukan
direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta
pendirian/anggaran dasar sepanjang pihak tersebut
pengurus/ karyawan perusahaan yalrg berstatus sebagai tenaga kerja
tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewen€rng yang sah dari
direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirianlanggararr
dasar;

i. TPK mengumumkan data Barang/Jasa pekerjaan dan Penyedia
Barang/Jasa terpilih di papan pengumuman kantor t embang dan
papan/tempat berkumpulnya warga, sekurang-kurangnya
mencantumkan:
1. nama Barang/Jasa atau pekerjaan yang diadakan
2. nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa
3. harga hasil negosiasi;
4- jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
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5. tanggal diumumkan.
(5) Contoh format Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pacla ayat

(3) huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (4) huruf g tercantum dalarn
Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Perubahan Ruang Lingkup Peke{aan
Pasal 15

(1) Apabita te{adi perubahan paket pekerjaan maka TPK dapat
memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Baralg/Jasa untuk
melakukan perubahan ruang lingkup pekedaan.

(2) Perubahan ruang lingkup pekeiaan sebagaimana dimaksud pacia ayat (1)
meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
b. mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis; dan/ atau
d. melaksanakan pekerjaan tambahan.

(3) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf c dan d, Penyedia Barang/Jasa menyarrrpaikan penawaran
tertulis kepada TPK.

(4) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa
baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang murah dan
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Untuk nilai Pengadaan Barangl Jasa diatas Rp.200.0O0.000 (dua ratus juta
rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan
ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

(6) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
untuk menambah pekerjaan dan/atau melaksanakan pekerjaan tambahan
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dilapangan dan ketersediaan
anggaran.

Bagian Kelima
Pembayaran Prestasi Kerj a

Pasa] 16

(1) Pembayaran atas prestasi pekeqaan diberikan kepada Penyedia
Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan
pembayaran.

(2) Pembayaran atas prestasi peke{aan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah panitia penerima hasil
pekerjaan melakukan pemeriksaan yang dituangkan di dalam berita acara
pemeriksaan Barang/Jasa dan berita acara serah terima Barang/Jasa.

(3) Pembayaran terakhir atas prestasi pekerjaan dibayarkan setelah ciikurangi

dengan denda keterlambatan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa
sebesar 1/ 1000 x jumlah hari keterlambatan x nilai total perjanjian
(apabila terjadi keterlambatan).

(4) Pembayaran prestasi keda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21,
dan ayat (3) bendahara wajib melakrrkan pemotongan dan penyetoran
pajak sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Bagian Keempat

Keadaan Kahar
Pasal 17

(1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi diluar
kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian tidak dapat dipenuhi.

(2) Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam surat pe{anjian
Pengadaan Barang/Jasa di tembang meliputi :

a. bencana alam;
b. bencana non alam;
c. bencana sosial;
d. pemogokan;
e. kebakaran; dan/atau;
f. gangguan industri lainnya yang dinyatakal oleh satuan ke{a perangkat

daerah yang membidangi.
(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan

kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empe't belas)
Hari sejak tedadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli
pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hal-hal yang merugikan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang disebabkan
oleh perbuatan atau kelalaian para pihak Penyedia Barang/Jasa tidak
termasuk kategori kedaaan kahar.

(5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya
keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

(6) Setetah terjadinyLi' keadaan kahar, para pihak dapirt melakukan
kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahar-r Surat
Perjanjian Ke{a.

Bagian Ketujuh
Pemutusan Surat Perjanjian

Pasal 18

TPK secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja
apabila:
a. wa-ktu keterlambatan pelal<sanaart pekerjaan akibat kesalahan Penyedia

Barang/Jasa sudah melampaui 28 (dua puluh delapan) Hari;

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cederai janji <ialam melaksanakan
kewaj ibannya dan tidak memperbaiki kelalainnya dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan bersama TPK; dan

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melal<ukan korupsi, kolusi, nepotisme,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang
diputuskan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Kedelapan

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 19

(l) Perselisihan antara TPK dan Penyedia Barang/Jasa terlebih dahulu
menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat
yang dipimpin langsung Kepala kmbang.
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(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak tercapai kata mufakat, dapat dilakukan melalui Pengadilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

Bagian Kesembilan

Serah Terima Peke{aan
Pasal 20

(l) Panitia penerima hasi! pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah
seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan surat
perjanjian.

(2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, panitia penerima hasil' ' pite4aan melaporkan secara tertulis kepada Kepala kmbang selaku
FXpfL untuk melakukan penundaan pencairan dan memerintahkan
kepada Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan di dalam surat
perjanjian.

(3) penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara

tertulis kepada PKPKL mela-lui TPK setelah pekerjaan selesai 1007o (seratus
perseratus) dengan dilampiri berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan
berita acara serah terima hasil pekerjaan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pengawasan
Pasal 21

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diaw-asi oleh Bupati dan masyarakat
setempat.

(2) Inspektorat Kabupaten Tana Toraja sebagai APIP wajib melakukan' 
pengawasan terhadap proses pengadaan Barang/Jasa di Lembang'

(3) Setiap pengaduan tentang Pengadaan Barangf Jasa di kmbang wajib
ditindaklanjuti oleh Camat.

Bagian Kedua

Sanksi
Pasal22

(1) penyedia Barang/Jasa dapat diberikan salksi jika terbukti melakukan
dengan sengaja tindakan sebagai berikut:
a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam

bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna
memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan
prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja,

dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan penyedia Baralg/Jasa lain untuk
mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat memperkecil
danlatau meniadal<an persaingan yang sehat danlatau merugikan
orang lain;

c. membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain
yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan
Barang/Jasa.
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d. mengundurkan diri dari pelaksanaan perjanjian Keda dengan alasan
yang tidak dapat dipertanggungiawabkan dan/atau tidak dapat diterima
oleh TPK;

e. tidak dapat menyelesaikan peke4'aan sesuai dengan Surat Perjanjian
Kerja yang telah ditetapkan.

(2) Perbuatan sebagimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa :

a. sanksi administratif, berupa peringatan/ teguran tertulis.
b. gugatan secara perdata; dan
c. pelaporan secara pidana kepada pihak ya.ng berwenang.

(3) Tindakan sebagaimana dima-ksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c,

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila ditemukan penipuan/pema.lsuan atas inlbrmas.i yang disampikan
pinyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pcmbatalan sebagai calon
pemenang.

(5) Apabila te{adi pelangg aran dantfatau kecurangan da-lam proses Pengadaan
Barang/Jasa, maka TPK :

a. dikenakan sanksi administrasi;
b. dituntut gantirugi; dan
c. dilaporkan secara Pidana.

(6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa
teguran/ peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau
kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dalam
proses Fengtdaan Sarang/Jasa di Lrmbang maka dapat diberhentikan
sebagai anggota TPK.

Pasal 23

Penyedia Jasa konsultan perencana yang tidak cerrnat dan mengakibatkan
kerugian terhadap Pemerintah kmbang atas beban biaya APBL dikenakan
sank-si berupa klharusan men.rusun kembali perencanaan dengan,. beban

biaya dari penyedia jasa konsultan yang bersangkutan, dan/ atau dituntut
dengan ganti rugi sesuai Perjanjian Pekerja yang telah disepakati bersama'

BAB VII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DALAM ORGANISASI PENGADAAN

Pelatihan
Pasa] 24

(1) Dalam rangka pemenuhan dan peningkatan sumber daya manusia
dilakukan pelatihan tata cara Pengadaan Barang/Jasa bagi anggota TPK'

(2) Program peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), difasilitasi oleh Tim Asistensi kmbang yang dibentuk oleh
Pemerintah Daerah.

(3) Tim Asistensi kmbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari :

a. unit layanan pengadaan.

b. satuan keda perangkat daerah; dan

c. unsur lain terkait di Pemerintah Daerah.

(4) Tugas dan fungsi Tim Asistensi Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi :
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a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
b. melakukan pendampingan Pengadaan Barang/Jasa; dan
c. melakukan pendampingan pengawasan dan pengendalian kepada unsur

Pemerintah Lembang.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 25

Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak termasuk
pengadaan tanah untuk keperluan Lembang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan
Bupati ini, tetap sah.

(2) Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai
berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

Ditetapkan di Makale

ada tanggal , -

TANA TORAJA,

LUS ALLORERUNG

Diundangkan di M
pada tanggal -

SE KA-E}UPATEN TANA TORAJA,

ROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN'I'ANA'I'ORAJA TAHUN 2015 NOMOiI



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANA TORAjA

NOMOR

TENTANG : TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanakan kete 3 'Iahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan g Desa' maka

perlu menetapkan Kepufusan Kep im Pelaksana

DI LEMBANG

KEPALA LEMBANG ..""""""""""""'
KABUPATEN TANATORAJA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

TAHLN ANGGARAN 2015

KEPALA LEMBANG

Kegiatan Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a' perlu ditetapkan

dengan Keputusan KePala Lembang

l. undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200-1 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 4 tentang Desa:

8. Undang-Undang Nomor 23 ^fahun2014 tcntang Pemcrinlahan Daemh. sebaglimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nornor 2 'fahun 2015 lcntang Penetapan pcraturan
Pemerintah Penggzrnti Undang-Untlting Nornor 2 'l'airun 2014 tcntang l)erubahal Atas
Llndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentans Pemerinrahan I]rerah nrenjadi tJndang-
t-lndang;

9 Peraturan Pemerintah Nomor 5ti rahun 2005 tentang perrgelolaan KeLrangan Daerah;
1 0- Peraturan Pemerintah Nomor i 8 'l ahun 2007

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

I l. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang_Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentalg Desa;

I 2' Peraturan Pemerintah Nom or 22 Tahtn 201 5 tentan Perubagan Atas peraturan pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

l3' Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan pengadaan
Barang/Jasa;

14. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor I 1 l rahun 2014 tentang pedoman .r.eknis
Peraturaadi Desa;

Mengingat

tcntang Pernbagian []r-usan I)emerintahan
Provinsi dan f,cmcrintahan Daerah



I 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 I 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa;

17 . Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah Nomor l3 Tahun

2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang l)enetapan Nama,

Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten 'fana Toraja;
'17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor ....... Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan

Barang/Jasa di Lembang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG ....... TENTANG PEMBENTUKAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHLTN ANGGARAN 20I5.

KESATU

KEDUA

KE'TIGN

KETICA

: Menetapkan Tim Pelaksana kegiatan Lembang

susunan keanggotaan sebagimana tercantum d

bagian yang tidak lerpisahkan.

: Tugas TPK sebagaimana dimaksud Diktum KE

a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)

b. menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa (

c. khusus pekerjaan konstruksi. menetapkan

diperlukan)

d. menetapkan penyedia Barang/Jasa;

e. membuat rancangan Sttrat Perjanjian;

f. menanda tangani Surat l'crjanjizrn;

.... ....,...............Tahun Anggaran 20 I 5 dengan

alam Lampiran Keputusan ini dan merupakan

SATU, yaitu :

berdasarkan deta harga pasar seteinpat;

bilah diperlukan)

gambar rencrntr kcria scderharra,/sketsa (bila

Ditctapkan di ................

pada tanggal

KEPALA LEMBANG .

g. menyimpan dan meniaga keuluhan dokurrtcn l)er'gitdltltn I}ltrlrttg/Jusa:

h. melaporkan Semua kegialall dall Iltcllvcraltkitn hasilrrl'a ke plrtll Kellirla l,crrlbarrg dise rtai

dengan Berita Acara Serah l'erima llasil I)ckerjaan'

SegalabiayayangtinrbulsehubungandengandiLcrapka.tltrl,aKcpttLttsarrilridibcbarrkanpada
arigg-u.t i'"niupitan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2015'

Keputusan ini mulai berlaku pada tunggal ditetapkan tlengen kctcntuan' apabila

dikemudian hari temyata terdapat kekcliruan didalamnya akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinYa.

Tembusan disamDaikan keoada :

l. Bupati Tana Toraja di Makale (sebagai laporan);

2. lnspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;

3. Kepala DPPKAD Kabupaten Tana Toraja di Makale;

4. Kepala BPMPL Kabupaten Tana Toraja di Makale;

5. Camat ................'......di tempat;

6. Yang bersangkutan di Tempat;

7. Pertinggal.
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR

TENTANG : TATA CARA PENGADAAN BARANG/ASA

DI LEMBANG

CONTOH KEBUTUHAN BARANG/ASA

Kebutuhan Barang/.lasa dalam rangka mendukun8 pelaksanaan swakelola antara lain :

-PembelianmaterialpadaswakelolapembangunanjembatanLembangsepertipembelian
semen, besi beton, dan lain-lain ienisnya bahan bangunan yang dapat mendukung pelaksanaan

swakelola untuk pembangunan jembatan lembang'

- sewa peralatan untuk swakelola pembangunan iembatan Lembang seperti sewa Excavator

untuk pen8Salian pondasi jembatan, mesin molen untuk rnembuat campuran beton, dan lain-

lain ienis peralatan yang dibutuhkan dan perlu disewa berdasarkan pertimbangan teknis dan

volume pekerjaan sehingga perlu disewa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan

pembangunan.

- Penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembangunan tempat Posyandu.

- Dan sebagainya.

Kebutuhan Barangtasa secara langsung di Lembang antara lain :

- Pembelian komputer, Printer, dan Kertas.

- Langganan internet.

- Pembelian meja, kursi, dan alat kantor.

- Dan sebagainya.

U

2

v
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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR

TENTANG : TATA CARA PENGADAAN EARANG/ASA

DI LEMBANG

CONTOH SPESIFIKASI TEKNIS BARANGTASA

Spesifikasi Barang/Jasa yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengadaan :

- Kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk kendaraan roda 2 (dua)

- Kapasitas memori dan kecePatan prosesor {RAM} Komputer'

- Bandwidth (kecepatan transfer) untuk langganan internet'

- Dimensi,,enis, dan kualitas material untuk pembangunan Eelanssang olah raga

- Dan sebaSainYa.

t

U
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LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :

TENTANG : TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

DI LEMBANG

NM PENGETOTA KEGIATAN

LEMBANG KECAMATAN KABUPATEN TANA TORAJA

CONTOH PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBUAT OLEH TPK

KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA

Alamat
2015

Nomor

Lampiran

Perihal P wa nPe da Ba

Kepada

Yth. .........................

di -

Yang bertanda tangan dibawah lni :

Nama

Jabatan : Ketua TPK 1emban9...............'Kecamatan ..... ......."'

KabuPaten Tana Toraja.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan :

Kegiatan

Lokasi

Dengan ini kami menawarkan pengadaan Barang/asa sebagai berikut :

Ketua TPK

Selanjutnya kami mohon agar dapat menyampaikan penawaran atas pengadaan
Barang/ lasa tersebut diatas dengan mencantumkan nama Barangf )asa, vorume/s=atuan,
spesifikasi dan harga.

No.

Nama Barang,/Jasa/

Ruang Lingkup
Peke rjaa n

Volume/

Satuan
Spesifikasi Keterangan

1 2 3 4

Keterangan: Jika uraian Barang/asa tidak dapat dimu.rt pads kolom di atas, maka dapat disampaikan,
termasuk dokumen atau data pendukung lainnya.
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LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :

TENTANC : TATA CARA PENGADAAN BARANGruASA

DI LEMBANG

CONTOH PENAWARAN YANG DIBUAT OLEH PENYEDIA BARANG/ASA

KOP PENYEDIA BARANGTASA

Nomor

Lampiran

Perihal :Pe waran daan Barans/Jasa

..,.......201s

Kepada

Yth. Ketua TPK Lembang ....."......'..

di-

U Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . - ' 
. . . . - . -

Jabatan : Direktur/Pimpinan/atau sebutan dengan nama lain atas nama

perusahaan.

Alamat

Berdasarkan Surat Ketua TPK Lembang Kecamatan

Kabupaten Tana Toraja Nomor .............. tanggal ...-..... . .. bulan ..."'

tahun...........-............. Perihal Penawaran Pengadaan Barang/Jasa, maka dengan ini kami

menawarkan Baranglasa sebagai berikut :

Demikian penawaran ini, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih

Penyedia Baranglasa

( ...........................)

Keterangan : Jika uraian Barang[asa tidak dapat dimuat pada kolom di atas, maka dapat disampaikan,
termasuk dokumen atau data pendukung lainnya.

No
Nama Barang,/Jasa/

Ruang Lingkup
Pekerjaa n

Volume/
Satuan

Spesifikasi
Harga
Satuan

Jumlah

Harga
Ket

I 2 3 4 5 6 7

Jumlah
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LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR

TENTANG : TATA CARA PENGADAAN ARANG/ASA

DI LEMBANG

CONTOH BERITA ACARA NEGOSIASI/KLARIFIKASI

TIM PENGETOIA KEGIATAN

KECAMATAN KABUPATEN TANA TORAJALEMBANG

BER ITA ACARA NEG OSIASU KLAR IFIKASI

..... (uraian lingkuP Pekerjaan)

U
Peker.jaan

Nomor

Tanggal

Lampiran

Pada hari ini .....................'..... tanggal ...bulan ........ tahun ...... ..dimulai pukul

............ dengan mengambil tenpat di ", yang bertanda tangan dibawah ini ketua TPK

LembangKecamatan...........KabupatenTanaTorajaTahunAnggaran
yang diangkat berdasarkan Surat keputusan kepala Lembang Nomor " " "

tanggat.....................bulantahUntelahmelaksanakannegosiasi/klar|fikasiterhadap
p"ni*"r.n untuk pekeriaan tersebut di atas yang diajukan oleh .................. (contoh CV -.............../Toko/

.........../UD............. yang dihadiri oleh an8gota TPK dan wakil dari penyedia Barang/Jasa'

Hasil Negosiasi/Klarifi kasi adalah sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua TPK

Nama

Tanda Tangan

Setuju Penyedia Barang/Jasa

Nama

No. Uraian Pekerjaan Spesifikasi

Ha rga

Penawaran
(Rp)

Harga
Negosiasi

(np)

Keterangan

Memenuhi/tidak
memenuhi
persyaratan

Diterima/tidak
diterima
(berdasarkan
pertimbangan
spesifikasi dan
harga.

Tanda Tangan : .................



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TANA TORNA

NOMOR : '-
TENTANG :TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

DI LEMBANG

Pada hari ini

1. Nama

Jabatan

Alamat

CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TPK DAN PENYEDIA BARANG/JA5A

PERJAJIAN KERJAS4II!A

Nomor

tanggal ............. bulan . tahun..................... Yang bertanda tangan dibawah ini :

: Ketua TPK Lembang

Selanjutnya disebut seba8ai PIHAK KESATU

2. Nama

.labatan

Alamat

Selanjutn

Berdasarkan

(atas nama PenYedia barang/iasa)

ya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berita Acara hasil Negosiasi/Klarifikasi nomor ...... tanSSal ...... tahun atas pekerjaan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyataka n setuju/sepakat dentan ketentuan sebagai berikut :

1. LinBkup Pekeriaan :

jumlah atau volume)

............ (menguraikan lingkup Pekeriaan sesuai spesifikasi, lokasi,

2. NilaiPekerjaanRp..................... (denganhurufl

3. Hak dan Kewaiiban Para Pihak.

a.P|HAKKESATUmempunyaihakUntukmeneliti,menerima,menolakataumemerintahkanP|HAKKEDUA
apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara PIHAK

KESATU dan PIHAK KEDUA;

b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang

telah diadakan oleh pIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewalibannya atas pengadaan

Barang/Jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;

c. pIHAK KEDUA mempunyai kewa.iiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau

volume pekerjaan pengadaan Barang/Jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar

pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan

pekeriaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA

EELAH PIHAK;

4. Jantka waktu pelaksanaan selama ....... hari kalender mulai tanggal ...........bu|an ..... tahun .......sampai den8an

tanggal .............. bulan ................tahun ...........;

5. Ketentuan keadaan kahar (menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia

yang mengakibatkan kerutian atau mengakibatkan pelaksanaan pekeriaan seperti bencana alam, kerusuhan,

dan lainJain untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian pekerraan dan penyelesaian hak dan kewajiban

para pihak);

6. Sanksi : ...., (menSuraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK

KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekeriaan)

PIHAK KESATU

Ketua TPK

PIHAK KEDUA

Penyedia Baranglasa

A TORAJA,

US ALLORERUNC


